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BUPATI BOALEMO

- PERATURAN BUPATI BOALEMO
‘  NOMOR 46 TAHUN 2019

TENTANG_

ol PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 64 TAHUN
2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAI\! PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATT BOALEM@

Menimba}ngﬁ . a. bahwa dengaq adanya perubahan asumsi atas’ belanja pada
Anggaran Pendanatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201¢

sehmgga menyebabkan terjadlnya Pergeseran Anggaran Antar Unit

: Organ1sas1 Antar Keg1atan Dalam Satu Program Antar Keglatan B

‘Dalam Beberapa Program dan Antar Jems Belan_]a maka perlu -

I o menetapkan Peraturan ~Bupati Boalemo sebagal ‘Landasan
} Operasional Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja' “
Daerah Tahun Anggaran 2019; S , ; |
bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaumana dlmaksud dalam
“huruf a, perlu menetapkan Peraturan. Bupat1 Boalemo tentanci‘ :

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 64 Tahvn :

520 19 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

S Daerah T: ahun Anggaran 2019

5
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Menglngat RO Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsu Kolusi dan Nepotlsme

ST Lembaran Negara Repubhk Indonesm ’I‘ahun 1999 Nomor ’75
. ; \k/v | _~Tambahan Lembaran Negara Republik Indonema Nomor 3581);
(' e f*Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan

7 Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun
§ i 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran- Negara Repubhk Indonesia ‘

‘:-:‘ﬁ~'-‘>=**~¢~m— Nomor 3899) sebagalmana telah dlubah dengan Undang - Undang |
. NI | )




Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang ’

 Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo

'(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2000; Nomor 77,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4286)
.'Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

. Negara (Lembaran Negara Repubhk Indone31a Tahun 2004 Nomor

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones1a Nomor 43 55)

; Undang, - :Undang;:Nomor‘ 15 Tahun 2004 tentang Per_nerlksaan‘

Peﬁgelolaa_n dan Tanggung Jawa_b Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

.Undang - VUndang Nomor 25 - Tahun 2004 tentang "Si‘stkenri

" Perencanaan Pem‘banguném Nasional (Lembaran Negara Republik'

Indones1a Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara |

' Repubhk Indonesia Nomor 442 1);
. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Per1mbangan
TKeuangan antara Pemermtah Pusat dan Pemermtahan Daerah

~(Lembaran Negara Repubhk Indone31a Tahun 2004 Nomor 126

~ Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomor 4438);

. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone31a ‘

Nomor 5049) ’ ;
Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

. Peraturan :Perundang — Undangan (Lembarén Negara Republik

10.

‘Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara_

Republik Indonema Nomor 5234)

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemermtahan E
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ),
sebaga1mana telah d1ubah beberapa kali terakhir dengan Undang _
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2015 Nomor

'58 Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5679);




11.

12.

13.

Undang—Undang Nomor 30 TahUn 2014 tentang Adm1n1stras1 ‘
Pemermtahan (Lembaran Negara Repubhk Indonesm Tahun 2014

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone31a

‘Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang PaJak Daerah :
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4138), ’
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi-

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesm Tahun 2001 Nomor

199, Tambahan Lembaran Negara' Republmik Indonésia Nomor 4139);

14.

Peraturan Pemermtah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan‘

' fKeuangan Badan Layanan Umum (Lembaran ‘Negara Repubhk

15.

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4502),

Peraturan Pemermtah ‘Nomor '55 Tahun 2005 tentang Dana

X Perlmbangan (Lembaran Negara Republik Indonesm Tahun 2005

b “ Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesa Nomor (
 4575);

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentarig Sistem (

Inforrnas1 Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indones1a :

'Tahun ‘2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan
j Peraturan Pemefintah'Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan '
“Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun ’2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indones1a Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor

139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457 7);

18.

;Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indones1a Tahun

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

| 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia

10,

Nomor 6233);

Peraturan Pemermtah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

, Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

Negara Repubhk Indones1a Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan

t’;

Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor 4585)

e N ‘ R




20,

Peraturan Pemermtah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 5

Keuangan ‘dan Kmerja Instans1 Pemermtah (Lembaran Negara |

" Republik Indonesm Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

21.

‘ Akuntans1 Pemerlntahan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia

22.

Negara Repubhk Indones1a Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 20 10 tentang Standar. B

Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Repubhk

Indonesm Nomor 5 165)

Peraturan Pemermtah Nomor 30 Tahun 2011 tentang ijaman .

- Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2011 Nomor

24,

4 59 Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 52 19); -
23. Peraturan Pemermtah Nomor 18 Tahun 2017 tentang ‘Hak"
Keuangan dan. Admmlstra’uf P1mp1nan dan Anggota Dewan i

Perwakﬂan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesm g

Tahun 20 17 Nomor 106)

Peraturan Menterl Dalam Neger1 Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagalmana telah diubah k

bbeberapa kali terakhlr dengan Peraturan - Menten Dalam Negem‘

o Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berlta Negara Republik Indonesnak' i

25.

Menter1 Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Tahun 2 011 Nomor 3 10);

Peraturan Menteri Dalam Neger1 ‘Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pemberian Hlbah Dan Bantuan Sos1a1 Yang Bersumber

| Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaumana telah =

_diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menten Dalam -

- Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang :

‘ Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan 8031a1 Yang Bersumber

" Dari ‘Anggaran ' Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berlta Negara '

- ’Repubhk Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

26.

' Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (Berlta Negara

Peraturan Menteri- Dalam Neger1 Nomor 62 Tahun 2011 tentang

Repubhk Indonema Tahun 2011 Nomor 807);

Peraturan Menteri Dalam Negem Nomor 80 Tahun 2015 tentang

| Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagalmana telah diubah

- Tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

;de'ngé.n ,_Peraturan‘_Mentéri Dalam Negerik Nomor 120 Tahun 2018




Tahun 20'1:5 Tentang Pembéntukén Produk Hukum Daerah (Berita ; .

- Negara Repubhk Indonesia Tahun 2018 Nomor 157),

Pembangunan Jangka PanJang Daerah dan Rencana Pembangunan:. o

_28. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 86 Tahun 2017 tentang S
Pedoman Penyusunan Anggaran Tata Cara Perencanaan :
Pengendalian dan Evaluasi: Pembangunan Daerah Tata Carav"

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

| Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan

’Jangka Menengah Daerah, Rencana KerJa Pemermtah Daerah_

‘ (Berxta Negara Repubhk Indones1a Tahun 2017 Nomor 13 12 );

29, Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 38 Tahun 2018 tentang,~

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

’ 2018 Nomor 701 ),

- 31

~ 30. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo ‘Nomor 2 Tahun 2011 L

‘tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran

'Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor " 2, Tambahan‘

,‘Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 17 1)

., Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2018

“tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran '

2019 ( Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018 Nomor 5

' Tahun2018), R

32, Peraturan Bupat1 Boalemo Nomor 64 Tahun 2018 tentang

'PenJabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 (Ber1ta Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018

- Nomor 739 );

Memperhat1kan : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo

 Menctapkan

Nomor 170/DPRD/151 d/V/QOlS Tanggal 22 Mei 2019 dan Nomor '

170/DPRD/167/VI/2019 Tanggal 26 Juni 2019 Perlhal,PersetuJuan

: Perge’skeran Anggaran,

: PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PERUBAHAN KEDUA

MEMUTUSKAN :

ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 64 TAHUN 2018
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

- DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

r

S Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Repubhk Indone31a Tahun o

QN




k Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 64 Tahun 2018 Tentang‘

’ Pasal I

be : Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20 19 (Berlta N

Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018 Nomor 7 39) d1ubah sehmgga sebaga1 berlkut

Pasal 1

2. Belanja’

: a Belanja Tidak Langsung

e oy

Belanja Pegawa1

‘Semula

- Bertambah/ berkurang

o 'Jumlah Belan_]a Pegawal setelah

;2)

| perubahan

Belanja Hibah

Semula

b Bertambah/ berkurang »
o Jumlah Belanja Hlbah setelah

3

' ,perubahan

Belanja T1dak Terduga

: 'Semula

- Bertambah / berkurang

perubahan '

"~ b. Belanja Langsuhg

1) Belanja Pegawai

Semula

Bertambah/ berkurang !

J umlah BelanJa Pegawa1 setelah Perubahan Rp.

' 2) Belanja Barang dan J asa

,_Semula

- Bertambah/ berkurang

~ Jumlah Belanja Barang dan J asa Setelah

‘4:“‘,‘:Perubahan 4
3) Belanja Modal :

Semula

Bertambah / berkurang

204.126.147.080,-

| e
J umlah Belanja Tidak Terduga setelahf |

'Rp.__ (9.600.000.000.7)
Rp 284.526.174.080,-
‘Rp. 8.803.400.000,-
Rp.  407.187.500- -
Rp 9.210.587.500,-
Rp. 1.000.000.000,-
(500.000.000,-)
~ Rp  500.000.000,-
‘Rp. 60.710.755.688,-
Rp.  (547.947.250.-)

60.162.808.438,-

* Rp.151.560.896.471,- -
Rp.

8.757.606.798.-)

o Rp.

Rp.160.318.503.269,-

 Rp.178.514.168.525,-
1.483.152.952,-

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp 1’79 997 321 47 7,-

hY

e



S

£

PasalIl - -~

Peraturan Bupat1 ini mulai berlaku pada tanggal d1undangkan
Agar setlap orang mengetahuinya, memermtahkan Pengundangan Peraturan Bupatl

1n1 dengan penempatannya dalam Berlta Daerah Kabupaten Boalemo.

Di tetapkan di T1lamuta

}- DARWIS MORIDU

i undangkan di Tilamuta

Pada tanggal 28 uml 2019
SEKRETARIS DA BGPATEN BOALEMO

HUSAIN ETANGO

( BERITA DAERAH HABUPATEN BOALEMO TAHUN 2019 NOMOR ?3 ? )
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